BUPATILUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 76 Tilwll ze¢z2

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

Mengingat

RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  3851), sebagaimana  telah  diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409},
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease-2019 dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease-2019 dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengololaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsurl penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
Ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana keungan tahunan Pemerintah Daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Tunjangan Perumahan adalah uang dibayarkan setiap bulan kepada
pimpinan DPRD dan anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan
minimal perumahan pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan
untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah bagi pimpinan
DPRD dan anggota DPRD.
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BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Trasportasi diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas,
fungsi, dan wewenang DPRD.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan perumahan dan tun jangan
transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjabat.

(2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan serta dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD, sebagai berikut:

a. tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp7.500.000,00 (tujuhjuta
lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.500.000,00
(enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

c. tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar Rp5.600.000,00 (lima
juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Jabatan beserta
Perlengkapannya, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan
sejak Pimpinan dan Anggota DPRD menempati Rumah Jabatan/Rumah
Dinas.
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Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 6

Besaran Tunjangan Transportasi yang diberikan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD, sebagai berikut :

a. tunjangan transportasi Ketua DPRD sebesar Rp13.500.000,00 (tiga
belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

b. tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12.500.000,00
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

C. tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rpl 1.800.000,00
(sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan Kendaraan Jabatan
Pimpinan DPRD dan Kendaraan Dinas Bagi Anggota DPRD, maka
Pemberian Tunjangan Transportasi dihentikan sejak Pimpinan dan Anggota
DPRD memiliki Kendaraan Jabatan Pimpinan/Kendaraan Dinas.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Anggaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tunjangan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap
tahun dalam APBD melalui pos anggaran Sekretariat DPRD.

(2) Pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang telah
ada sebelumnya terkait dengan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 1v. Juli 2622

BUPATI LUWU,

BASMIN MATZAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 “uli 2822

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 174



